BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILUWUUTARA,

Menimbang : a  bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagai upaya
peningkatan  kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat, perlu mengatur tata cara pemberian bantuan
sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2  Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Halaman 1 dari 3 halaman

DALL NG, WERE IN 2069 SE Ly Bupent JOOPPERIHP BENTUAN BOSIAL 2ok



Memperhatikan

Menetapkan

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansj Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Norpor )

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2677/S] tanggal
08 Nopember 2008 tentang Hibah dan Bantuan Daerah
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Pemberian bantuan sosial berdasarkar] perﬁmbangﬁn pimpinan,
yakni Bupati dan/ atau Sekretaris Daerah "

Pasal 2

Besarnya bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berdasarkan persetujuan Kr:pala Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pasal3

Bantuan hanya dapat diberikan apabila ada permohonan secara
tertulis dari pemohon kepada Pimpinan, yakni Bupati dan/atau
Sekretaris  Daerah, yang disertai dokumen peruntukan

penggunaannya.
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Pasal 4

Pemberian bantuan sosial dipertanggungjawabkan oleh penerima
bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan
penggunaannya/ proposalnya.

Pasal 5

Bantuan sosial diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan,
Kelompok Masyarakat atau Anggota Masyarakat.

Pasal 6
Bantuan diberikan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan,
pemerataan, proporsionalitas dan/atau tidak secara terus
menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan

memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
Pasal 7

Khusus bantuan kepada Partai Politik, pertanggungjawaban
bantuannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Masamba,

pada tanggal, 5 Januari 2009

TELAH DIPERIKSA

PARAF

Sekretaris Daerah
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Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 5 Janusri

2009

@ BUPATI,

\l{ HM.LUTHFI A. MUTTY Q

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

P

H.A.CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR: ™
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